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ABSTRAK 

 Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar 

Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan 

Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan 

Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat 

independen.Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka 

terjadi tumpang tindih kewenanagan yang mengkibatkan pada 

ketidakjelasan lemabga yang mengatur dan berhak untuk 

mengadili.Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur 

tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 

Keuangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang 

mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1  Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran 

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) menjadi “ Otoritas 

Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang 

independen, yang mempunyai fungsi,tugas,dan wewenang penagturan, 

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam 

Undang-Undang ini.”    

  

Kata kunci : Independen, Mahkamah Konstitusi, Otoritas Jasa 

Keuangan 
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ABSTRACT 

 Indonesia is a State of Law in accordance with the foundation 

of the Constitution of the State of Indonesia namely in Article 1 

paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of 

Indonesia. With Indonesia a legal state does not rule out Indonesia has 

new institutions that are independent. -the new institutions there is 

overlapping kewenanagan which resulted in the obscurity lemabga 

governing and entitled to judge.Based on the Decision of the 

Constitutional Court Number 25 / PUU-XII / 2014 states that the phrase 

"and free from interference of others" that follow the word 

"independent "In Article 1 Sub-Article 1 of Law Number 21 Year 2011 

regarding the Financial Services Authority (State Gazette of the 

Republic of Indonesia Year 2011 Number 111, Supplement to the State 

Gazette of the Republic of Indonesia Number 5253) is contradictory to 

the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and has 

no legal force that is binding. So that the sound of Article 1 number 1 

of Law Number 21 Year 2011 concerning the Financial Services 

Authority (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2011 

Number 111, Supplement to the State Gazette of the Republic of 

Indonesia Number 5253) becomes "Financial Services Authority, 

hereinafter abbreviated OJK is an independent institution, has the 

functions, duties and authorities of strike, supervision, investigation and 

investigation as defined in this Law. " 

 

Keywords: Independent, Constitutional Court, Financial Services 

Authority 
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